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THE REGULATION OF RETURN ON INVEST MENT IN THE TOURIST 
ACCOMODATION TRADING SERVICES  
 
There are  many business  act iv i t ies in the  tourism industries in Indonesia.  One of  
them is the  provision of  services,  speci f ical ly  in Bal i .  The tourists,  who  are  t raveled 
to Bal i ,  have a desire  to invest .  Pract ically ,  in the  pro vision of  services,  there  are 
many variants of  the  business which are  not  easy  to be  categorized as a services 
trading in tourism.  It  has been mixed wi th other business variants beyond the 
tourism services.  One of  i t s variants is the  development  services a nd the  management 
of  property .  I t was developed wi th the  business scheme and managed wi th the  
management  of  property  scheme.  The problem is,  the  se ller or the  developer offer a 
tourism accommodat ion services.  The other problem is that property , which has b een 
developed,  f inanced by the  foreign buyer.  The property  is managed by the  developer 
for the  provision of tourism accommodat ion service purposes.  Further,  the  owner of  
the  property  got  an income from the  property  management .  The part ies of  this 
investment  model  expect  that  income as a re turn of  their investment .  This business 
model  is usual ly  cal led the  re turn on investment  in the  tourist  accommodat ion 
trading services.  
The type of  this research,  which used for this thesis,  i s normative  research.  I t ’s 
researched from The Investment  Const itut ion,  the  Tourism Const i tut ion,  The 
Construct ion Services Const itut ion and some of  regulat ions re lated wi th the  
arrangement  of  the  return on investment . This research was used material  sources of  
law,  which are  primary legal materials, secondary legal materials and tert ier legal 
material .  
The resul t  of  this research show that  the  rules about  re turn on investment  in the 
tourist  accommodat ion trading services are  not regulated expl ic i t ly .  The regulat ion 
hasn’t  been reached  that  re turn on investment  act iv it ies.  I t  causes lot  of  losses for 
the  foreign investor.  The government and the  socie ty also get  same troubles.  
 







1.1  Latar Belakang 
Kegiatan  penyel enggaraan  fasi l i tas 
jasa  par iwisata  men imbulkan  berbagai  
var ian  bisn is yang t idak mudah 
dikategor ikan  sebagai  ben tuk 
perdagangan  jasa  par iwisata .  Hal  in i 
berkai tan  diseba bkan  oleh  tercampurnya  
perdagangan jasa  par iwisata , khususnya  
di  bidang akomodasi  jasa  par iwisata , 
dengan  var ian  bisn is la in  yang berasal  
dari  bisn is la in di luar  kategor i  jasa  
pariwisata .  Salah  sa tu var ian  yang 
berkembang dengan  pesat  adalah jasa  
pengembangan  dan  pengelolaan proper t i 
yang semula  dikembangkan  murn i dengan 
bisn is proper t i ,  dikelola  dengan skema 
pengelolaan  proper t i  tetapi  jasa  yang 
di tawarkan  adalah  jasa  akomodasi  
wisata .  
Masalah  la innya adalah  bahwa 
proper t i  yang dikembangkan  i tu dibiayai  
oleh  pembel i  dengan  kewarganegaraan 
asing,  kemudian dikelola  oleh  pihak 
pengembang (developer)  untuk tujuan 
pen yediaan  jasa  akom odasi  wisata .  
Selan jutnya pemil ik proper t i ter sebut  
memperoleh  pendapatan  dar i  hasi l 
pengelolaan  un i t  akomodasi ,  yang ol eh  
para  pihak (pengembang dan  pembel i )  
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dini la i sebagai  pengembal ian ( return )  
a tas bia ya yang dikeluarkan  un tuk 
pengembangan  akomodasi  wisata .  
Praktek kegia tan  investasi  semi 
kelola  in i  memil iki konsep layakn ya  
pengembangan  proper t i  oleh  pihak 
pengembang.  Pembel ian  proper t i  yang 
dikembangkan  oleh  pihak p engembang 
pada umumnya t idak memba yar  harga 
proper t i  secara  penuh  di depan 
melainkan  hanya mem ba yar  uang muka. 
Uang muka pembel ian  proper t i ter sebut  
akan  diba yarkan  dalam ben tuk angsuran 
sesuai  kemajuan  pembangunan .  Setelah 
pembangunan selesai ,  pihak pembe l i  
t idak mengambil  a l ih  proper t i  yang 
dibel in ya melainkan  menyerahkan 
kembal i  proper t i  yang dibel inya kepada  
pengembang.  Proper t i  in i  nan t inya akan 
dikelola  ol eh  pengembang.  Model  
pengembangan  dan pengelolaan  in i  umum 
dikenal  sebagai  pengembangan dengan 
pemulihan  investasi  (Return on 
Investment  – ROI). 1 
Per lakuan  hukum yang diber ikan 
terhadap penyelenggaraan  bisn is in i  di 
Indonesia ,  pada saat  in i ,  adalah 
per lakuan hukum proper t i  berdasarkan 
Undang-Undang Jasa  Konstruksi . 
Referensi  ten tang return on investment 
(ROI)  programme mengategor ikan ROI  
sebagai  ben tuk investasi .  Hal  in i 
men imbulkan  perlakuan  hukum yang 
diber ikan  terhadap penyel enggaraan 
bisn is berdasarkan  model  in i  adalah 
per lakuan hukum investasi  seh ingga 
ber lakulah  per syaratan  dan  seluruh 
prosedur  ber investasi .  
Ban yak berkembang model  
pengembangan   jasa  akomodasi  wisata  
dengan  menggunakan pola  in i  di  berbagai  
kawasan  pariwisata  di  Bal i .  Model  bi sn is 
ini  t idak banyak muncul  ke permukaan 
seh ingga t idak dikenal  oleh  masyarakat 
a tau bahkan  pemerin tah  daerah . 
Prakteknya,  puluhan  bahkan  ra tusan 
model  proper t i  seper t i  in i.  Model  in i 
t idak dapat  di iden t i fikasi  secara  mudah 
dari  sisi  Hukum Proper t i ,  Hukum  
Investasi  dan  Hukum Par iwisata  karena 
model  bisn is in i  cenderung tampil 
sebagai  bisn i  proper t i  a tau bisn is  
pariwisata .  Tidak banyak pihak yang 
mengeksplorasi  bisn is in i  dari  sisi  
Hukum Investasi .  
Dalam rangka memulihkan  hak -hak 
negara  dan  masyarakat  a tas model  bi sn is 
ini ,  per lu di tel i t i seba b-seba b yang 
mengakibatkan bisn is in i  t idak 
                                                        
1Ida Bagus Wyasa Putra, 2001, Kontrak 
Semi Investasi dan Semi Kelola: Suatu Model 
Kontrak Investasi dalam Perdagangan Jasa 
Pariwisata, Bali Tourism Board, Bali, hal. 2 
diselenggarakan  melalui  pr osedur  
investasi ,  baik dar i  segi  konstruksi  
bisn isnya maupun  dar i  segi  
pengaturannya.   
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan  uraian  la tar  belakang 
dia tas,  maka dapat  dirumuskan  pokok -
pokok permasalahan sebagai  ber ikut :  
1.  Bagaimanakah  penyel enggaraan  model  
investasi  semi kelola  ( return on  
investment )  dalam bidang perdagangan 
jasa  akomodasi  wisata  yang sesuai  
dengan  amanat  Undang-Undang 
Nom or  25 Tahun  2007? 
2.  Bagaimanakah  ben tuk pengaturan  yang 
diper lukan  dalam penyel enggaraan 
model  investasi  semi kelola  ( return on  
investment )  di  bidang perdagangan 
jasa  akomodasi  wisata?  
 
1.3 Tujuan Penel i t ian 
a.  Tujuan Umum 
Sebuah  tukisan  haruslah  memil iki 
tujuan  yang nant inya ingin  dicapai . 
Berdasarkan  hal  ter sebut  maka yang 
hendak dicapai  dar i penel i tian  ini  adalah 
(1)  mengident i fikasi  karakter ist ik model  
investasi  semi kelola ;  (2)  
mengident i fikasi  karakter istik model  
investasi  semi kelola  dalam bidang 
perdagangan jasa  akomodasi  wisata ;  (3)  
mengident i fikasi  karakter ist ik 
pen yel enggaraan  model  investasi  semi  
kelola  dalam bidang perdagangan  jasa  
akomodasi  wisata ;  ser ta  (4) 
mengident i fikasi  karakter ist ik 
pen yel enggaraan  model  investasi  semi  
kelola  dalam bidang perdagangan  jasa  
akomodasi  wisata  sesuai  dengan 
keten tuan  Undang-Undang Nomor  25 
Tahun  2007 ten tang Penanaman  Modal .  
b.  Tujuan Khusus  
Selain  untuk mencapai  tujuan  umum 
ter sebut  dia tas,  penel i t ian  ini  juga 
memil iki  tujuan  khusus.  Tujuan  khusus 
a tas rumusan  masalah  dia tas dar i 
penel i t ian  in i  adalah :  
1.  Mengiden t i fikasi  karakter ist ik 
kebutuhan  hukum yang t imbul  dar i 
akibat  penyelen ggaraan  model  
investasi  semi kel ola  dalam bidang 
perdagangan  jasa  akomodasi  wisata ;  
dan 
2.  Mengiden t i fikasi  ben tuk pengaturan 
pen yel enggaraan model  investasi  
semi kelola  (return on investment ) 
dalam bidang perdagangan  jasa 
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1.4  Manfaat Penel i t ian 
Manfaat  yang dapat  diharapkan  dan 
dicapai  dar i  hasi l  penel i tian  terhadap 
pokok permasalahan adalah :  
a.  Manfaat Teorit is  
Penul isan  in i  diharapkan  mampu 
un tuk menemukan  indikator  dalam 
mengukur  kejelasan  konsep -konsep  
investasi  semi kelola  ( return on  
investment )  sebagai  model  investasi  
ser ta  memper jelas konstruksi  norma 
yang diper lukan  untuk mengatur 
pengembal ian  investasi  termasuk 
per syaratan -per syaratan dan 
prosedurnya.   
b.  Manfaat Praktis  
Penel i t ian  in i  diharapkan  mampu 
mengonstruksi  model  mater i  r egulasi 
un tuk mengatur  penyelenggaraan 
pengembal ian investasi  dalam bisn is 
investasi  semi kelola  di  bidang 
pariwisata .  
 
1.5   Landasan Teorit is.  
Un tuk memper jelas dalam 
member ikan  suatu gambaran  mengenai 
pembahasan  permasalahan  dia tas,  maka 
dalam penul isan  tesis in i  digunakan  teor i  
dan asas, yai tu :   
a.  Teori  Investasi  
Teor i  ini  digunakan  un tuk 
menganal isis dan  membahas 
permasalahan  mengenai  pengaturan 
investasi  di  Indonesia  dan  menganal isis 
permasalahan  dan  pengaturan tentang 
pen yel enggaraan  investasi  semi  kel ola  
menurut  Undang-Undang Nom or  25 
Tahun  2007.  
b.  Teori  Pengembalian Investasi  
Teor i  ini  digunakan  un tuk 
menganal isis ten tang return on 
investmen t  a tau pengh itungan 
pengembal ian  investasi .  Teor i  ini  juga 
un tuk menganalisis mengenai konsep 
ROI yang termasuk dalam kegiatan 
investasi .   
c.  Teori  Kepastian Hukum 
Teor i  ini  digunakan  un tuk 
menganal isis ten tang pengaturan 
investasi  semi kel ola  di  Indonesia  
berdasarkan  peraturan  perundang -
undangan  yang ber laku.  Teor i  in i  juga 
digunakan  untuk menemukan 
karakter is tik dan  pengaturan  yang 
diper lukan  dalam penyelenggaraan 
model  investasi  semi kel ola  di  bidang 
perdagangan jasa  akomodasi  wisata .  
 
1.6 Metode Penel i t ian 
Met ode penel i t ian  digunakan  un tuk 
menganal isis suatu permasalahan  yang 
sedang di tel i t i .  Metode penel i t ian  juga 
diharapkan  mampu untuk memecahkan 
masalah yang di temukan seh ingga 
nant inya dapat  di tar ik simpulan  un tuk 
member ikan jawa ban  atas masalah yang 
di tel i t i  ter sebut .   
 
1.6.1 Jenis Penel i t ian 
Jen is penel i t ian  yang digunakan 
un tuk penul isan  tesis in i  adalah 
menggunakan penel i tian  hukum 
normat i f yai tu penel i t ian  yang 
di lakukan  dar i  adanya kekosongan 
hukum dalam peraturan  perundang -
undangan  yang ber laku,  per jan jian 
terkai t a tau diterapkan  terhadap suatu 
permasalahan  hukum ter ten tu. Hal  
terkai t  la innya adalah  penel i tian 
normat i f in i  akan  memakai  pendekatan 
perundang-undangan dengan menel it i 
peraturan  perundang-undangan  di 
Indonesia  terkait  dengan  tema 
penul isan  in i . 2 
 
1.6.2  Jenis Pendekatan 
Pendekatan  yang digunakan  dalam 
penul isan  ini  adalah  pendekatan 
perundang-undangan  yang digunakan 
un tuk menel i t i  pengaturan  investasi  
semi kel ola .  Jen is pendekatan 
selan jutnya adalah  pendekatan  anal isis 
konsep hukum yang ber tujuan  un tuk 
member ikan  sebuah  pandangan  hukum 
dalam memecahkan  isu yang dihadapi 
dan  selan jutnya akan  menemukan 
gagasan  yang bisa  mem ban tu 
menegaskan  konsep hukum yang telah 
ada yang tentunya relevan  dengan  isu 
yang dihadapi . 3 
 
1.6.3 Sumber Bahan Hukum 
Bahan  hukum yang digunakan 
dalam penel i t ian  in i  ber sumber  dar i 
kepustakaan,  yang terdir i  dar i :  
1.  Bahan  Hukum Pr imer terdir i  atas:  
a) .  Ki tab Undang-Undang Hukum 
Perdata ; 
b) .  Undang-Undang Republ ik  
Indonesia  Nomor  18 Tahun  1999 
ten tang Jasa  Konstruksi ;  
c) .  Undang-Undang Republ ik  
Indonesia  Nomor  25 Tahun  2007 
ten tang Penanaman Modal ;  
d) .  Undang-Undang Republ ik  
Indonesia  Nomor  10 Tahun  2009 
ten tang Kepar iwisataan ;  
e) .  Undang-Undang Republ ik  
Indonesia  Nomor  12 Tahun  2011 
                                                        
2Johny Ibrahim, 2010, Teori dan Metodologi 
Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 
hal. 32 
3Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian 
Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
hal. 93-95 
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ten tang Pemben tukan Peraturan 
Perundang-Undangan ; 
f) .  Peraturan  Presiden  Republ ik  
Indonesia  Nomor  39 Tahun  2014 
ten tang Daftar  Bidang Usaha Yang 
ter tutup dan  Bidang Usaha yang 
Terbuka dengan  Per syaratan  di  
Bidang Penanaman  Modal ;  
g) .  Peraturan  Menter i  Kebuda yaan  dan 
Par iwisata  Nomor  
PM86/ HK.501.MKP/2010 ten tang 
Tata  Cara  Pendaftaran  Usaha 
Pen yediaan Akomodasi ;  
h ) .  Peraturan  Kepala  Badan  Koordinasi  
Penanaman Modal  Nom or  12 Tahun 
2009 ten tang Tata Cara 
Permohonan  Penanaman  Modal .  
2.  Bahan  Hukum Sekunder  terdir i a tas:  
a) .  buku i lmu hukum; 
b) .  jurnal  hukum; dan  
c) .  media  cetak a tau elektron ik.  
 
3.  Bahan  hukum Tersier .  
a) .  Kamus Hukum,  
b) .  In ternet  dengan menyebut  nama 
si tusnya.  
 
1.6.4 Teknik  Pengumpulan Bahan 
Huk um 
Tekn ik pengumpulan  bahan  hukum 
yang dipergunakan  dalam penulisan  in i 
adalah  studi  kepustakaan .  Studi 
kepustakaan  bisa  di telaah  dar i undang -
undang dalam ar ti  materi i l dan formal, 
hukum kebiasaan  dan  hukum adat  yang 
tercata t,  yur isprudensi  yang konstan, 
doktr in juga bahan -bahan  lainnya  
seoer t i  dokumen  pr ibadi ,  surat -surat, 
per jan jian , surat  kabar , majalah  maupun 
dokumen  pemer in tah.  
 
1.6.5 Teknik  Anal isis Bahan Hukum  
Tekn ik analisis bahan  hukum 
di lakukan dengan cara  deskr ipt i f 
anal i ti s.  Sumber  hukum didapat  dar i 
peraturan  perundang-undangan, 
l i teratur ,  dan bahan -bahan  hukum. 
Selan jutnya disa jikan  secara  deskr ipt i f 
dan dianal isa  terkait  topik penul isan. 
Bahan  hukum yang telah  diolah 
selan jutnya dianalisa  menggunakan 
interpretasi  hukum (gramat ikal dan 




Karakterist ik  Model  Investasi  Semi 
Kelola Dalam Penyediaan Jasa 
Akomodasi  Wisata Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007  
 
Investasi  semi kel ola  a tau return on 
investment  merupakan  ben tuk kegia tan 
investasi  yang diminat i  oleh  ban yak  
invest or ,  khususnya warga negara asing. 
Keter tar ikan  pasa  pembel i  un tuk 
ber investasi  dengan  model  investasi  semi  
kelola  diseba bkan  oleh  t idak banyakn ya  
waktu yang per lu dihabiskan  un tuk 
mengurus investasi  in i .  Kegiatan 
investasi  semi kel ola  dalam 
pengembangan  akomodasi  wisata  dengan 
model  ROI m erupakan  percampuran  dar i 
beberapa jen is kegia tan  bisn is,  termasuk 
kedalamnya:  (a)  jasa  pengem bang atau 
jasa  proper t i ;  (b)  investasi ;  dan  (c)  jasa  
pariwisata .  Model  bisn is in i  mencakup 
beberapa komponen ,  an tara  lain :  (1) 
pihak pengembang (developer) ;  (2)  pihak 
pembel i  (buyer) ;  (3)  obyek yang akan 
dibangun ;  ser ta  (4)  modal  ( capital ) .  
Sedangkan  unsur  kedua dalam investasi  
semi kelola  in i,  yai tu:  (1)  pihak 
pengelola ;  (2)  pihak pemil ik;  dan  (3) 
akomodasi  ter sebut .  
Sebuah  perusahaan  maupun 
per seorangan  yang men jalankan  usaha di 
bidang pengembangan  proper t i  telah 
dia tur  dalam Undang-Undang Nomor  18 
Tahun  1999 ten tang Jasa  Konstruksi 
(selan jutnya disebut  UU JK).  Kegiatan 
jasa  konstruksi  merupakan kegiatan 
pember ian  layanan  jasa  konsul tasi  dan 
perencanaan  peker jaan  kosn truksi , 
melaksanakan  peker jaan  konstruksi  dan 
jasa  konsul tasi  terhadap pengawasan 
peker jaan  konstruksi  (Pasal  1 Angka 1 
UU JK).   
Pihak pengembang dalam kegiatan 
investasi  semi kel ola  juga ber t indak 
selaku pelaksana konstruksi ,  dimana 
dalam Pasal  1 Angka 6 UU JK 
dinyatakan  bahwa “Pelaksana konstruksi 
adalah penyedia  jasa  orang per seorangan 
a tau badan  usaha yang dinyatakan  ah l i 
yang potensia l  di bidang pelaksanaan 
jasa  konstruksi  yang mampu 
menyelenggarakan  kegiatannya un tuk 
mewujudkan  hasil  perencanaan  men jadi 
ben tuk bangunan  a tau ben tuk fisik la in .” 
Berdasarkan  pada penger t ian  perencana 
konstruksi  dan  pelaksana konstruksi 
menurut  UU JK ter se but ,  maka pihak 
pengembang dalam kegiatan  investasi  
semi kelola  juga ber t indak sekal igus 
sebagai  pihak perencana dan  pelaksana 
konstruksi .  Hal  in i  berkai tan  dengan 
tugas dan fungsi  pengembang 
(developer)  dalam kegiatan investasi  
semi kelola ,  yai tu:  
(1)  Pihak pengembang wajib mem buat  
perencanaan  terhadap proper t i  yang 
akan  dibangun  kepada invest or ;  
(2)  Pihak pengembang waji b 
member ikan  in formasi  ten tang biaya -
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bia ya yang diper lukan  un tuk 
membangun  proper t i  ter sebut ;  ser ta  
(3)  Pihak pengembang waji b 
melaksanakan  dan  menyel esaikan 
pembangunan  proper t i  sesuai  dengan 
jangka waktu yang telah disepakat i 
ber sama pihak invest or .  
 
Unsur  kedua dalam investasi  semi 
kelola  adalah  adanya invest or .  Keten tuan 
ten tang invest or  telah diatur  dalam 
Undang-Undang Nomor  25 Tahun  2007 
ten tang Penanaman  Modal  (selan jutnya  
disebut  UU PM).  Terdapat  dua macam 
invest or  di  Indonesia ,  yai tu (1)  invest or  
dalam neger i ;  dan (2)  invest or  asing. 
Masing-masing pengert ian  ten tang 
invest or  dia tur  dalam Pasal  1 Angka 5  
UU PM dan  Pasal  1 Angka 6 UU PM 
dengan  i st i lah  penanam modal  dalam 
neger i  dan  penanam modal  asing.  
Pihak invest or  asing yang bern ia t 
menanamkan  modalnya dalam kegiatan 
investasi  semi kel ola  biasan ya ber tujuan 
un tuk mendapatkan  pengembal ian 
investasi  dari  modal  yang di tanamkan . 
pihak invest or ,  khususnya invest or  asing 
yang ber investasi  dalam kegiatan bisn is 
investasi  semi kel ola  memil iki  hak yang 
sama dengan  invest or  dalam neger i .  Hak -
hak ter sebut  an tara  la in :  (1)  kepast ian 
hak dan  per l indungan  hukum; (2) 
keterbukaan  in formasi  mengenai  kegia tan 
investasi  yang sedang di ja lankannya;  (3)  
hak pelayanan  yang baik;  ser ta  (4) 
berbagai  fasi l i tas kemudahan  yang sesuai  
dengan  peraturan perundang -undangan . 
Kepast ian  hak dan  per lindungan  hukum 
ini  ber tujuan  un tuk menghindar i  invest or  
asing dar i  hal -hal yang t idak diinginkan 
ser ta  merugikan  invest or .  Kepast ian 
hukum juga menghindar i  invest or  asing 
dari  kerugian -kerugian  yang mungkin 
ter jadi  sebagai  akibat  dari  pen ipuan 
a taupun  pelanggaran  hak yang dilakukan 
oleh  pihak la innya.  
Ban yak invest or  yang masih  belum 
memahami konsep maupun  pelaksanaan 
investasi  semi kelola  di  Indonesia .  
Terbukanya in formasi  mengenai  konsep,  
a turan  maupun  pelaksanaannya harus 
diber ikan  kepada invest or  un tuk 
member ikan  kenyaman  dan  men ingkatkan 
keperca yaan  investor  un tuk ber investasi  
dengan  ben tuk investasi  semi kel ola .  
Invest or  asing yang ber investasi  dalam 
kegiatan  investasi  semi kel ola  akan 
sela lu berkomunikasi  dengan  pihak 
pengembang.  Biasanya invest or  akan 
kembal i  ke negaranya dan  member ikan 
keperca yaan  kepada pihak pengembang 
un tuk mendapatkan  in formasi  ten tang 
proper t inya.  Dengan demikian pihak 
pengembang wa jib menanggapi  ser ta 
member ikan  pelayanan  yang baik apabi la  
pihak invest or  mengajukan  protes  
maupun  menanyakan  hal -hal  yang 
berkai tan  dengan  proper t inya di  
kemudian har i.  
Timeshare merupakan  hak bagi  pihak 
pembel i  proper t i  un tuk menempat i 
maupun  menggunakan  sebuah  un i t 
proper t i  dalam sebuah  per iode t er ten tu 
dalam masa liburan  a tau masa ter ten tu. 
Waktu yang di ten tuka berdasarkan  pada 
per jan jian  an tara  pihak pembel i  dan 
pengembang,  a tau dengan  pihak 
pemegang hak milik.  Saat  in i  kegia tan 
bisn is t imeshare semakin  berkembang di  
Indonesia  dengan kecepatan  dan 
men jangkau seluruh dun ia.  Kegiatan 
bisn is ini  juga di landasi  langsung oleh  
Hukum Par iwisata  dalam kasus 
pembangunan  sebuah  resort  maupun 
hotel  dan  menvakup Hukum Proper t i  
yang melandasi  kegia tan  pembangunan 
proper t i -proper t i  umum lainnya (namun 
t idak mencakup pembangunan  hotel ) .  
Namun  hingga saat  ini  belum ada hukum 
atau a turan  yang mampu men jangkau 
kegiatan  bisn is investasi  dengan  model  
t imeshare  in i.   
Berkai tan  dengan  penggunaan  un i t 
yang dibel i  oleh  pihak pembel i ,  mereka 
memil iki  hak un tuk menggunakannya  
dalam jangka waktu ter ten tu.  Jangka 
waktu ter sebut  biasanya pada masa 
l iburan .  Pemil ik juga t idak harus 
menggunakan  sendir i  proper t i  a tau un i t 
yang dimil iknya namun  dapat 
mengalihkan  hak untuk menggunakan 
proper t i  ter sebut  kepada pihak la in .  
Calon  pembel i  yang bern ia t ingin 
membel i  sebuah  uni t  akomodasi  wisata  
ten tunya harus memperhat ikan  beberapa 
hal  sebelum memutuskan  un tuk membel i .  
Hal  in i  ber tujuan  un tuk menghindar i 
pen ipuan  maupun  hal -hal  yang t idak 
di inginkan ser ta merugikan  calon 
pembel i .  Adapun  hal -hal  yang harus 
diperhat ikan  sebelum membel i  sebuah  
un it  dengan sistem t imeshare ,  antara 
la in :  (1)  menemukan  in formasi  dan 
kual i tas  dari  proper t i  yang dibel i ,  ser ta  
kesediaan  uni t  yang akan  dibel i .  Pihak 
pengembang ataupun  real  estate  agents 
juga harus memil iki in formasi  yang 
lengkap dan  t rack record  yang baik;  (2)  
calon  pem bel i  juga waji b m encar i 
in formasi  tentang opin i  pembel i -pem bel i  
la innya sebelum meyakinkan  dir i  un tuk 
membel i  un i t  yang di tawarkan.  Calon 
pembel i  juga waji b mencar i  in formasi  
ten tang manajemennya,  perbaikan -
perbaikan yang di tanggung oleh  pihak 
pengembang,  penggan t ian  kelengkapan 
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un it ,  ser ta  jadwal  pem el iharaan  un i t  dar i 
pihak pengembang.  Pihak pembel i  juga  
diwaji bkan  un tuk memin ta  sa l inan 
perkiraan bia ya pemel iharaan  un it .  
Para invest or  yang menanamkan 
modalnya dalam bisn is perdagangan jasa  
akomodasi  wisata  yang menggunakan 
model  investasi  semi kelola  in i  
cenderung mengabaikan  beberapa hal 
yang seharusnya mereka perhatikan . 
Biasanya perhat ian  para  invest or  akan 
terpusat  hanya pada hak -hak a tas 
investasi  yang mereka lakukan.  Hak -hak 
a tas investasi  ter sebut  ada 3 ( t iga) ,  
yai tu:  (1)  jaminan  a tas hak menguasai 
proper t i  selama jangka waktu investasi ;  
(2)  jaminan  a tas pengembal ian  investasi  
mereka;  dan  (3)  jaminan  hak a tas 
pemakaian  proper t i  dimaksud selama 
masa waktu investasi  sesuai  dengan 
kesepakatan  yang diatur  dalam per jan jian 
ROI.   
Isu ten tang hak mil ik a tas tanah di 
Indonesia  berhubungan  dengan  kekuatan 
hak dan  si fa t  kewar isan a tas tanah 
ter sebut .  Si fa t  kewar isan  cenderung 
ber si fa t  turun -temurun.  Terkai t dengan 
investasi  semi kel ola ,  kegia tan investasi  
ini  lebih  ter fokus pada hak milik dalam 
penger t ian  hak bisn is a tau hak investasi .  
Hak mil ik dalam kegiatan investasi  in i 
t idak termasuk pada pengert ian  hak mil ik 
a tas tanah  sebagaimana dimaksud dalam 
UUPA.  Hak in i  menyerupai  hak -hak a tas 
tanah  la innya seper t i  hak guna bangunan , 
hak sewa maupun  hak pakai.  
Struktur  sistem ROI terdir i  dar i  8 
(delapan) tahapan ,  yai tu:  (1)  
pen yel enggara  proyek  membuat  
perencanaan  proyek;  (2)  pen yelenggara 
proyek menawarkan  kepada invest or  
un tuk membia yai  proyek  dalam ben tuk 
investasi  yang akan  dikembal ikan 
melalui  pengelolaan  bangunan  akomodasi  
yang akan  dibangun  oleh  pen yelenggara 
proyek dengan bia ya dar i  investor ;  (3)  
invest or  member ikan  jawaban  a tau 
melakukan  pener imaan  terhadap 
penawaran  penyelenggara proyek;  (4)  
penawaran  penyel enggara  proyek dan  
pener imaan  invest or  diwujudkan  dalam 
ben tuk per jan jian  an tara  penyelenggara 
proyek dan  invest or  dalam ben tuk ROI  
Agreement ; (5)  investor  membia yai  
proyek sesuai  dengan  ROI Agreement ;  
(6)  Penyel enggara  proyek m elakukan 
pen yel enggaraan  proyek a tau membangun 
akomodasi  wi sata  yang telah  disepakat i ; 
(7)  pen yel enggara  proyek  
menyelenggarakan  pengelolaan bangunan 
akomodasi  berdasarkan  ROI Agreement ; 
(8)  hasi l  pengelolaan  akomodasi  
diserahkan  kepada invest or  sebagai  
ben tuk pengembal ian investasi .  
UU PM merupakan peraturan 
perundang-undangan  yang mengatur 
ten tang penanaman  modal  a tau investasi  
di  Indonesia ,  baik yang di lakukan  oleh  
penanam modal  dalam neger i  maupun 
penanam modal  asing.  UU PM mengatur 
ten tang pengert ian penanam modal  asing 
dalam Pasal  1 Angka 6 UU PM, dimana: 
“Penanam modal  asing adalah 
perseor angan  warga asing,  badan  usaha 
asing,  dan /a tau pemer in tah asing yang 
melakukan  penanaman  modal  di  wi layah  
Negara  Republ ik Indonesia .”  Pasal  in i 
menyatakan  bahwa subyek penanam 
modal  asing adalah per seorangan  warga 
negara  asing, badan usaha asing, 
dan/a tau pemer intah  asing.   
Penanam modal  yang ingin 
ber investasi  di  Indonesia  dapat 
melakukan  kegiatan  investasi  dalam 
bidang usaha apapun .  Mereka berhak 
un tuk menen tukan  sendir i  akan 
melakukan  usaha di  bidang apapun 
selama t idak ber ten tang dengan  kegiatan -
kegiatan  maupun  jen is usaha yang 
termasuk dalam kategor i  jen is usaha 
yang ter tutup sebagaiamana dia tur  pula 
dalam Peraturan  Presiden  Republ ik  
Indonesia  (PerPres RI)  Nomor  39 Tahun 
2014 ten tang Daftar  Bidang Usaha Yang 
Ter tutup dan Bidang Usaha Yang 
Terbuka dengan  Per syaratan  di  Bidang 
Penanaman Modal  (Lampiran  1 (sa tu) 
PerPres RI Nomor  39 Tahun  2014). 
Kegiatan -kegiatan  usaha yang ber si fa t  
ter tutup ini  biasanya akan  digunakan 
un tuk tujuan -tujuan nonkomersia l ,  
seper t i  pen ila ian  dan  pengembangan . 
Kegiatan  in i  juga wa ji b mendapat 
per setujuan  dar i in stansi  pemerin tah 
yang ber tanggung jawab terhadap 
pembinaan  bidang usaha ter sebut .  
Kegiatan usaha terbuka dengan 
per syaratan  yang di lakukan  di  Indonesia  
biasanya berkai tan  dengan  jen is - jen is 
usaha yang dapat  di lakukan  oleh  invest or  
dengan  beberapa per syaratan  yang harus 
dipenuh i  oleh  para  invest or .  PerPres RI  
Nom or  39 Tahun  2014 t idak 
mencantumkan  maupun  men jelaskan 
ten tang keten tuan  dar i  jasa  akomodasi  
wisata  dengan  konsep semi kel ola .  Hal  
ini  menun jukkan  bahwa PerPres RI  
Nom or  39 Tahun  2014 in i  juga t idak 
mengatur  ten tang jasa  akomodasi  wi sata  











SEMI KELOLA DALAM BIDANG 
JASA AKOMODASI WISATA  
 
Pasal  19 Undang-Undang Nomor  12 
Tahun  2011 ten tang Pemben tukan 
Peraturan  Perundang-Undangan 
(selan jutnya disebut :  UUP3) m enen tukan 
bahwa pen yusunan  program legislasi  
harus didukung dengan naskah  akademik. 
Lampiran  1 UUP3 mengart ikan  naskah 
akademik sebagai  naskah  hasil  penel i t ian 
a tau pengkajian  hukum mengenai  obyek  
pengaturan  dar i  produk hukum yang 
dibuat .  Angka 1 Lampiran  1 UUP3 
menyatakan  bahwa:  “Naskah  akademik 
adalah naskah  hasi l  penel i tian  a tau 
pengkajian  hukum dan  hasil  penel i t ian 
la innya terhadap suatu masalah  terten tu 
yang dapat  diper tanggungjawabkan  
secara  i lmiah  mengenai  pengaturan 
masalah  ter sebut  dalam suatu r ancangan 
undang-undang,  rancangan  peraturan 
daerah  provinsi ,  rancangan  peraturan 
daerah  kabupaten /kota ,  sebagai  solusi  
terhadap permasalahan  dan  kebutuhan 
hukum masyarakat.”  Penger t ian  in i 
menunjukkan  bahwa pemetaan  kebutuhan 
hukum dan  rancangan  norma sebagai  
ja lan keluar dar i masalah  hukum yang 
dihadapi merupakan  prasyarat 
perencanaan pengaturan  suatu obyek  
hukum melalui  undang-undang maupun 
peraturan daerah .  
Kegiatan  investasi  semi kel ola  dalam 
bidang jasa  akomodasi  wisata  banyak  
diminat i  oleh  para  invest or ,  khususnya  
invest or  asing.  Investasi  in i  memil iki 
ci r i -ci r i ,  yai tu:  (1)  merupakan  kegiatan 
perencanaan  dan  pengembangan 
akomodasi  oleh  pengembang ( developer)  
yang kemudian  difungsikan  sebagai  
akomodasi  wisata ;  (2)  merupakan 
kegiatan  investasi  dalam ben tuk 
pembia yaan  oleh  pemil ik modal , 
sekal igus sebagai  pemil ik proyek,  
terhadap akomodasi  yang direncanakan 
dan  dikembangkan  oleh  developer  yang 
kemudian  difungsikan  sebagai  akom odasi  
wisata ;  ser ta  (3)  kegi a tan  pengelolaan 
akomodasi  yang dikembangkan oleh  
developer ,  dengan  biaya dar i pemil ik 
modal  ( investor )  yang difungsikan 
sebagai  akomodasi  wisata  oleh  developer  
a tau penyedia  jasa  sekal igus ber t indak 
sebagai  manajemen  pengelolaan 
akomodasi  wisata .  
Hingga saat  in i  kegia tan  investasi  
yang di lakukan  oleh  investor  dalam 
ben tuk pembia yaan  terhadap akomodasi  
yang direncanakan dan  dikembangkannya  
t idak diselenggarakan  berdasarkan  UU 
PM melainkan  diselenggarakan 
berdasarkan  UU JK.  Akomodasi  yang 
dikembangkan  oleh  developer  kemudian 
difungsikan  sebagai  akom odasi  wisata .  
Pengembangan akomodasi  seharusnya  
diselenggarakan  berdasarkan  Undang -
Undang Nomor  10 Tahun  2009 ten tang 
Kepar iwisataan  (selan jutnya disebut  UU 
Kepar iwisataan).  UU Kepar iwisataan 
t idak mengatur  secara  ekspl isi t  mengenai 
investasi  dalam bidang jasa  par iwisata . 
UU Kepar iwisataan ,  dalam kaitannya  
dengan  investasi  di  bidang usaha jasa  
pariwisata ,  hanya mengatur  ten tang:  (1)  
kawasan  str a tegis;  (2)  usaha par iwisata ; 
(3)  hak, kewa ji ban , dan  larangan ;  (4) 
kewen angan  pemer in tah dan  pemerin tah 
daerah ; dan  (5)  standar isasi  jasa  usaha 
pariwisata .  
Set iap orang yang memil iki 
keinginan  un tuk berusaha dalam bidang 
pariwisata  telah  di jamin  haknya ol eh  UU 
Kepar iwisataan .  Bagi  para  pelaku usaha, 
UU Kepar iwisataan telah  men gatur 
ten tang hak mereka dalam bidang 
penanaman  modal .  Per l indungan  hak bagi  
mereka yang ingin  melakukan  usaha di  
bidang par iwisata  telah  diatur  dalam 
Pasal  19 Ayat  (1)  huruf b UU 
Kepar iwisataan ,  yai tu memil iki  hak 
un tuk melakukan  kegiatan  usaha di 
bidang pariwisata .  
Tidak hanya para  pelaku usaha,  para 
wisata wan  pun  mendapat  hak yang sama 
un tuk ber investasi  di  bidang par iwisata . 
Pasal  20 UU Kepar iwisataan  menyatakan 
bahwa “Set iap wi satawan  berhak 
memperoleh  (a)  in formasi  yang akurat 
mengenai  daya tar ik wisa ta ;  (b)  
pela yanan  kepar iwisataan  sesuai  dengan 
standar ;  (c)  per l indungan  hukum dan 
keamanan ;  (d)  pelayanan  kesehatan ;  (e)  
per l indungan  hak pr ibadi ;  dan  (f)  
per l indungan asuransi  un tuk kegia tan 
pariwisata  yang ber isiko t inggi .  UU 
Kepar iwisataan  telah  member ikan 
kepast ian  hukum bagi  para wisatawan  
yang ingin  melakukan  investasi  di  
Indonesia  sebagaimana telah  di ten tukan 
dalam Pasal  20 huruf c UU 
Kepar iwisataan  bahwa set iap wisatawan  
berhak un tuk mendapatkan  perl indungan 
hukum dan  keamanan.  Set iap wisatawan  
yang ingin  ber investasi  di  Indonesia  
past i  mendapatkan  per l indungan  hukum.  
Bagi  para  penanam modal  yang ingin 
ber investasi  di  Indonesia  sepatutnya  
memperhat ikan  keten tuan  ben tuk badan 
usaha mereka.  Penanam modal  yang 
ingin  ber investasi  dapat  berben tuk badan  
hukum,  t idak berbadan  hukum atau usaha 
per seorangan  yang sesuai  dengan 
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peraturan  perundang-undangan  (Pasal  5 
Ayat  (1)  UU PM).  Penanam modal  asing 
yang ingin  ber investasi  di  Indonesia  
memil iki  a turan  yang di tambahkan  pada 
pasal  5 Ayat  (2)  UU PM. Pasal  5 Ayat  
(2)  UU PM m en yatakan  bahwa “Penanam 
modal  asing wajib dalam ben tuk 
per seroan  terbatas berdasarkan  Hukum 
Indonesia  dan  berkedudukan  di  dalam 
wila yah  Negara  Republ ik Indonesia ,  
kecual i  di ten tukan  lain  oleh  undang -
undang.”  Maka berdasarkan  pada 
keten tuan  ter sebut ,  set iap penanam 
modal  asing yang ingin ber investasi  di  
Indonesia  harus ter lebih  dahulu 
berben tuk badan  hukum.  
UU PM menen tukan  bahwa set iap 
pelaku kegiatan  investasi  di  Indonesia  
juga memil iki  hak,  kewa jiban  dan 
tanggung jawa b.  Pasal  14 UU PM 
menen tukan  bahwa “Set iap penanam 
modal  berhak mendapat : (1)  kepast ian 
hak,  hukum,  dan per lindungan ;  (2) 
in formasi  yang terbuka mengenai bidang 
usaha yang di ja lankannya;  (3)  hak 
pela yanan ;  dan  (4)  berbagai  ben tuk 
fasi l i tas kemudahan  sesuai  dengan 
keten tuan  peratur an perundang-
undangan .”  Apabi la  dikai tkan  dengan 
kegiatan  investasi  di  bidang jasa  
akomodasi  wisata ,  saat  in i  belum ada 
pengaturan  maupun  in formasi  dar i 
pemer intah  yang mampu men jangkau 
ten tang konsep investasi  semi kel ola .  
Dampaknya adalah  bahwa saat  in i  para 
penanam modal , khususnya penanam 
modal  asing,  belum mendapat 
pemahaman  yang sesuai  terkait  kegia tan 
investasi  semi kel ola  yang ada di  
Indonesia .  
Set iap pengembangan  akomodasi  
wisata  yang dibia yai  oleh  invest or  
seharusnya juga disel enggarakan 
berdasarkan  UU PM. UU PM h ingga saat 
ini  hanya mengatur tentang penanaman 
modal  asing yang harus memben tuk 
sebuah  per seroan terbatas. Hal  in i 
men imbulkan  kekosongan  hukum, 
berkai tan  dengan  a turan,  pengesahan , 
maupun  per i jinan  ten tang investasi  asing 
yang di lakukan  perorangan,  seper t i  
dalam ben tuk investasi  semi kel ola  di  
bidang jasa  akomodasi  wisata .  
Berkai tan  dengan  pendaftaran  dan 
pen yediaan  akomodasi ,  pemer intah  telah 
mengaturnya dalam sebuah  Keputusan  
Menter i  pada tahun 2010.  Peraturan in i 
disahkan  oleh  Menter i Kebuda yaan  dan 
Par iwisata  Nomor :  
PM86/ HK.501/MKP/2010 ten tang Tata 
Cara  Pendaftaran  Usaha Penyediaan 
Akom odasi  (selan jutnya disebut  PerMen  
Nom or  PM86/HK.501/MKP/2010).  
Adapun  hal -hal  yang dia tur  dalam 
PerMen  Nom or  PM86/ HK.501/MKP/2010  
antara lain :  
1.  Tempat  pendaftarab,  obyek dan 
tanggung jawab;  
2.  Tahapan  yang mel iputi  (a)  tahapan 
pendaftaran  usaha pariwisata ;  (b)  
pemer iksaan  berkas permohonan ;  (c)  
pencan tuman  ke dalam daftar  usaha 
pariwisata ;  (d)  penerbi tan  tanda 
daftar  usaha par iwisata ;  ser ta  (e)  
pemutakhiran  daftar  usaha 
pariwisata ;  
3.  Pem bekuan  smeen tara dan 
pembatalan,  yang mel iput i  (1) 
bagian  pertama :  Pembekuan  
sementara;  dan (2)  bagian  kedua : 
Pem batalan ; 
4.  Pendanaan ; 
5.  Pelaporan ; dan  
6.  Sanksi  administ ra t i f.  
PerMen  Nom or  
PM86/ HK.501/MKP/2010 t idak mengatur 
secara  ekspl isi t  mengenai  ta ta  cara 
pendaftaran  jasa  akomoda si  wisat  dengan 
konsep semi kelola .  Peraturan in i  t idak 
mengatur  klasi fikasi  jasa  akom odasi  
wisata  dengan  konsep semi kelola  dalam 
peraturan in i .  PerMen  Nomor  
PM86/ HK.501/MKP/2010 juga t idak 
mengatur ten tang pengaturan per jan jian 
manajemen  pengelolaan  akomodasi  
wisata .  
Analisis normat i f terhadap norma 
yang mengatur  penanaman  modal  dan 
kegia tan  penyediaan jasa  akomodasi  
wisata  menun jukkan  bahwa pengaturan 
ter sebut  belum men yediakan  keten tuan 
yang dapat  digunakan  sebagai  in strument 
hukum untuk mengatur  dan 
mengendal ikan kegia tan  pengembangan 
proper t i  yang dikelola  sebagai  akomdasi  
wisata  yang menggunakan modal  asing 
sebagai  sumber  pembia yaan .  Kekosongan 
norma in i menimbulkan  kebutuhan  un tuk 
mengatur  pengemba ngan  proper t i  yang 
akan  digunakan  dan  dikelola  sebagai  
akomodasi  wisata  yang sumber  
pembia yaannya berasal  dar i  sumber  
pembia yaan  asing.  Kebutuhan  pengaturan 
i tu mencakup iden ti fikasi   kebutuhan 
sebagai  ber ikut :  
(a)  Iden t i fikasi  karakter ist ik 
pengembangan  proper t i  yang 
men jadi  obyek pengaturan ; dan  
(b)  Kewa jiban  un tuk memenuh i  seluruh 
per syaratan penanaman modal  asing 
sebagaimana diten tukan  oleh  
peraturan  perundang-undangan  di 
bidang penanaman  modal  asing.  
Kebutuhan  ter sebut  merupakan 
upa ya un tuk memecahkan  masalah 
pen yel enggaraan  pengembangan  proper t i 
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un tuk penyediaan  jasa  akomodasi  yang 
menggunakan  modal  asing sebagai  
sumber  pembia yaan  yang t idak mengikut i 
keten tuan  penanaman  modal  dan 
merugikan  negara  ser ta  masyarakat  dar i 






Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam 
bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Karakteristik penyelenggaraan model investasi 
semi kelola (return on investment) dalam 
bidang perdagangan jasa akomodasi wisata 
yang sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 dapat digambarkan 
berdasarkan karakteristik jenis kegiatan 
bisnisnya, instrumen hukum, komponen 
sistemnya, dan prosesnya. Model investasi ini 
merupakan percampuran antara beberapa jenis 
bisnis, yaitu: (a) jasa pengembang atau jasa 
properti; (b) investasi; dan (c) jasa pariwisata. 
Instrumen hukum yang digunakan oleh para 
pihak dalam mengatur transaksi dan kerjasama 
bisnis berdasarkan model ini adalah ROI 
Agreement yang di dalamnya mencakup sub-
agreements, yaitu: development agreement dan 
lease atau management agreement. Sistem 
bisnis berdasarkan model ROI mencakup 
beberapa komponen, yaitu: (1) pengembang 
(developer); (2) pembeli atau investor; dan (3) 
akomodasi yang dikelola. Proses kegiatan ini 
mencakup: (1) perancangan desain dan 
perencanaan properti oleh pengembang; (2) 
penawaran proyek oleh pengembang kepada 
calon pembeli (investor); (3) negosiasi dan 
pembentukan kesepakatan (ROI Agreement); 
(4) penyelenggaraan pembangunan properti 
oleh pengembang dan pembiayaan 
pembangunan oleh investor sesuai dengan ROI 
Agreement; (5) penyerahan properti oleh 
pengembang kepada pembeli (investor); (6) 
penyerahan kembali properti oleh pembeli atau 
investor atau pemilik kepada pengembang 
untuk dikelola berdasarkan management 
agreement; dan (7) pengelolaan properti 
sebagai akomodasi wisata oleh pengembang 
sebagai manajemen pengelola. 
2. Bentuk pengaturan yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan model investasi semi kelola 
(return on investment) di bidang perdagangan 
jasa akomodasi wisata adalah bentuk 
pengembangan norma UU PM, khususnya 
ketentuan tentang jenis usaha, dengan cara 
memasukkan persyaratan baru terhadap jenis 
usaha yang berkarakteristik campuran dalam 
pengembangan akomodasi wisata, yaitu bahwa 
setiapkegiatan pengembangan properti yang 
dimaksudkan untuk penyediaan jasa 
akomodasi wisata, sepanjang menggunakan 
model asing sebagai sumber pembiayaan wajib 
memenuhi persyaratan dan prosedur 
penanaman modal asing. Persyaratan itu dapat 
diatur dengan menggunakan formulasi norma. 
 
Saran  
Terkait dengan pokok permasalahan dalam 
penelitian ini yang telah diuraikan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat diberikan saran-saran 
sebagai berikut : 
1.  Pemer in tah  dana pemer in tah  daerah 
per lu menyel enggarakan pendataan 
akomodasi  wi sata  yang menggunakan 
model  asing dan  model  ROI dalam 
pengembangannya dalam rangka 
penen tuan  sign ifikasi  pengaturan 
model  kegia tan  usaha i tu melalui 
perubahan  peraturan  perundang -
undangan  dalam rangka mencegah 
kerugian  yang lebih  besar  yang dapat  
dia lami pemer intah  dan masyarakat 
a tas manfaat  investasi  asing 
sebagaimana telah  dia tur  dalam UU 
PM.  
2.  Perubahan  UU PM per lu segera  
di lakukan  untuk mencegah  kerugian 
dan meningkatkan  manfaat investasi  
asing bagi  pemer in tah  dan 
masyarakat  dari  model  ROI yang 
telah  digunakan  secara  luas dalam 
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